SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN

Menimbang

Mengingat

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 33 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka
Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kayong
Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu
disesuaikan kembali;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Kayong Utara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4682);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman  Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong
Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi dan Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor
32);

11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 33 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Sekretariat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun
2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong
Utara Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati
Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
(Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 3), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
b. menetapkan pemenang untuk:
1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
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2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);

mengusulkan penetapan pemenang kepada PA:

1) pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
atau

2) pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;

mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang

melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan,
dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman
dalam Daftar Hitam; dan

memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang

melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang

berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

2. Ketentuan Pasal 8A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 8A

ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tipe B.
ULP Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 10

Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,
secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Sekretariat Daerah.

Kepala ULP, sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;

c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

d. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan;

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati;

f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya
Manusia ULP;
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g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke
dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban
kerja;

h. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Bupati, apabila
terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan
dan/atau KKN; dan

i. mengusulkan pejabat fungsional umum/jabatan
pelaksana/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai
personil  Ketatausahaan/Sekretariat ULP sesuai dengan
kebutuhan.

Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap

dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)
(4)

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh sekretaris, secara ex-officio dijabat oleh Kepala

Subbagian Administrasi dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.

Ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretaris ULP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;

c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang
dibutuhkan Pokja ULP;

d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilaksanakan oleh Pokja ULP;

e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang
disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data
manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/jasa;

g. mengelola dokumen penyedia barang/jasa;

h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan
menyusun laporan; dan

i. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan Staf
Pendukung ULP dalam proses penyedia barang/jasa.

Dihapus.

Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
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5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Ruang lingkup tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

a.

b.

melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan

Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;

mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka

Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak

kepada PPK;

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan

menetapkan Dokumen Pengadaan;

melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari

pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan

menjawab sanggah;

mengusulkan penetapan pemenang kepada PA:

1) pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus
miliar rupiah); atau

2) pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;

menetapkan pemenang untuk:

1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau

2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa  Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil

Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;

membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan

Barang/Jasa kepada Kepala ULP;

memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai

Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti

penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada

Kepala ULP.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja

ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan

yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf {, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.

(4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di
luar ULP.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,
TTD
HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPETAN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(II1/d)
NIP. 197507092007011019




